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BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGEEWU
NOMOR & TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PREMBAGIAN DAN PENETAFAN RINCIAN DANA NESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FRINGSEWL,

: 2 bahwa berdagarkan Lketentnan Pazal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negam sebagaimana telah diuebah
beberapa kali teraskhir dengan Persituran Pemenntah
Nomor & Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Pekon;

. bahwm  berdasarkan  pertimhangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rinciun Dana Desa Setinp Pekon di Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kompsi, Kolusi dan Nepotisime (Lemberan Negdra
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang Undong Nomor 48 Tehun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinsi
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 ientang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lemberan Negara Republik Indonssia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);




10.

11

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Tesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Namor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numur 5587
scbagaimana telah dinbeah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuihlik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 320 Tsehun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Lembarars  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Momor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 20095 tentang
Pengelolaan Keuangen Daerah (Lembaran Nogara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksenaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagapimana
telah diubah dengen Peratuwran Pemerintah Nemor 47
Talbwun 2013 (lembaran Negsra Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndanesia Nomor 57177%;

Peraturan Pemeriniah Momeor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Angparan Pendapatan
dan Belania Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sehagaimana telah dinbah beberapa lali  teralchir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 357, Tambahan Lembaran HNegara Republik
Indanesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapstan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tabhun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);




Menetapkan

12, Peraiuran Menjeri Dalam Negert Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Pengganaan, Pemantauan dan Eveluasi Dana Desa
{Berita Negara Republik Indoenesia Tahiun 2016 Numor
47R);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

15. Peraturan Naerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2017 {Lembaran
Daerah Kazbupaien Pringsewu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN RUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON Di
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalalh Kabupaten Pringsew.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati besertas perangkat
daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Pekon adalah nama lain dari desa vaitu kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatir dan mengurus urussn
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisiovnal yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,




5. Dana Desa adalah dana vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanjsa Negara vyang
diperuntukkan bagt Pekon vang ditmansfer melelai
Anggaran Pendapatan dan Delanja Dacrah kabupaten
dan digunakan 1ntuk membiayai penyelenggarasn
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemeasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

6, Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu

perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Pelcon.

7. Jumlah Pekon adalah jumbih Pekon yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode
dan data wilayah administrasi Pemerintahan.

B. Angporon Pendapatan dan Belanja Pekon, wyang
selanjutnya disingkat AFPBPekon adalah rencena
keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas
dan disewsjui bersama oleh Pemerintah Pekon dan
Badan Hippun Pemekonan dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemekonan.

BAB NI
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Paaal 2

Ringan Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten

Pringsewu Tahun Anggaran 2017, dialokaslkan secara

merata dan berkeadilan berdasarkan

a slokasi dasar; dan

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon,
luas wilayah Pekon, dan indeks kesulitan geografis
Pckon.

Pasal 3

Alokaxi dasar seliap Pehkon sebagaimane dimaksud datam
Pasgal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alckasi dassr per
kabupaten dibagi jumlah Pekon scbagaimana itelah
ditetapkan dalam Lampimn Peraturan Presiden Nomor 97
Tabun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggoaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formmula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b, dihitung berdasarkan data purnlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dan Kementerian Keuangan.




Paual 5

{1} Besaran Alockasi Formula, yang besarannya 10%
(scpuluh perscratus] dari enggaran Dana Desa
dihihung dengan bobot sebagai herikut:

&. 25% {dua puluh lima perseratus) untuk jumilah
penduduk;

b. 35% (tga puluh lima perseratus) untuk angka
kemiskinan;

C. 10% {(sepuluh perseratis) untuk luas wilayah; dan

d. 30% fuga pulub pascatus) untuk  tingkat
kesulitan geografis,

(2) Penghitungan  ailokasi formula setap Pekon
scbhagnimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan
dengan menggunakan rurnus sebagai herilout:

AFgetiap Petan = §(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2] + (0,10 x Z3} +

(0,30 x Z4})} x (DDgu— ADn)

Keterangan:

A¥aetion Paonn = Alokasi Formnila Sﬂﬁ.ﬂp Pekon

21 = rasio jumlah penduduk setiap Peckon lerhadap
wtal penduduk Pekon Kabupaten

Z2 = rasioc jumlabk penduduk miskin setiap Pekon
Terhadap total penduduk miskin Pekon
Kabupaien

Z3 = rasio lnas wilayah Pekon setiap Pekon terhadap
total penduduk miskin Pekon Kabupaten

24 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG
Kabupatern fkota yang mermnilki Desa

DIhg, = besaran Dana Desa kabupaten Pringacwu

ADwy, = besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

Pasal &

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud
datam Pasal 2 hurul b, disusun dan ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan data dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang statistik

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa unink setiap Pekon di
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpiaahkan dari Peraturan ini.




BAB I
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakculean melalai

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Pekon.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Pekon dilakukan paling lambat 7 (fujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diteritna di Rekening Kas
Umuam Dacrah setelah persyaratan  peoyaluran
dipenubi.

(3) FPenyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pads
ayat {1} dilakuken sccara bertahap dengan ketentuwan
scbhagal berilnat:

a. tahap | pada bulan Maret sebesar 60% (enam
puluh perseratus} dan;

b. tahap N pada bulan Agustus schesar 40% {empat
puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap [ dilakukan oleh Bupati
setetah Kepala Pekon menyampaikan:
a. Peranwan Pemekonan mengenai APRPelon Tahyun
Anggaran berjalan; dan
b. laporan reahlsasi penggunaan Dana Dess tahun
anggaran sebelumnya.

{5) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakuken olch Bupati
zetelah Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa Tahap 1.

{6) Laporan realisasi sehagaimana dimaksud pada ayat (5)
menuniukkan paling kurang telah digunakan sebesar
30% ({lima puluh perseratus) paling lambat mingga
kedua bulan Juli.

BAB IV
FPENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penggunaan Dana Dese diprioritaskan  unitul
membiayai  pembangnnan dan  pemberdayaan
masyaralat.

(?} Prioritas scbhagaimana dimaksud pada ayat (L} scsuai
dengan Peraturan Menteri Dess, Pembanguinan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 den ditbangkan dalam Rencana Kerja
Pernerintah Pekon.




(3) Dana Desa dapat digunakan untik membisyai
kegiatan vang tdak termasuk dalam prnontas
penggunasn Dana Desa schagaimana dimaksud pada
ayat {2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

{4) Persetuyjuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayvat {3) diberikan pada saat evaluasi rancangan
peraturan Pemckonan mengenai APBPekon.

Pasal 10

(1) Kepala Iekon bertanggungjawab atas penggunaan
Dana Desa.

{2} Pemerintah dacrah depat melakukan pendampingan
atax pengounanan Dana Desa.

(3) Pendampingan scbagaimana dimeksud pada ayvat (2]
dibebankusn pada Anggaran Pendapatun dan Belanjs
Daerah Kabupaten.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pagal 11

(1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh Camat

sctempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa Fahap | dan Laporan Realizasi Pengpunaan
Dana Desa Tahunen kepada Bupati.

{2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
schaganimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:

2. Tahap { paling lambat minggu kedua bulan Juli
rahun anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi pengeunasan Dana Desa TahuBnan
paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Posal 172

(1} Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
g. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasel 8;
b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon
tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% [tipa
puluh perseratus); dan fataa

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.




(@)

{3}

@)

{5

(1)

2

(3

Penundasn penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud peda ayat [1} huruf b, dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa Tahap 1 tahun anggaran
befgalan schesar Sisa Duna Desa di Rekening Kas
Pelkon tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Sissa Dana Desa di Rekening Kas Fekon
tahun anggaman schelumnya lebih besar darsi jumlah
Dane Desa yvang akan disalurkan pada Tahap 1,
penyaluran Dana Desa Tahsp I tidak dilakukan.

Peniundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimmaksud pada ayat {1) huruf b, dilakukan sampai
dengan Siza Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun
anggaran sebellunnya telah direaligasikan
penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di REKD
menjadi paling tinggi sebesar 3084 {tiga puluh
perseratus) dan anggaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

Sisa Dana Desa di Rekening Kas Pekon tahun
anggaran sebehmmnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh  perseratus], pepyaluran Dana Desa vyang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa

Tahap II.
Pasal 13

Bupat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen sebagaimana dimakeud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalemm hal penundean penyaluren Dana Desa
scbagaimena dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
herlangsung sampai dengan bulan November tahun
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan
lagi ke Rekening ¥as Pekonn dan menjadi Sisa Dana
Desa di Rekening Kes Umum Daerah,

Bupati memberitalnikan kepadse Kepala Pekon yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyahirannya sebagaimana dimsksud pada ayat (2)
sclambat-lambatnya skhir bulan November tahun
dalam rancangan APBPekon tahun anggaran
berikutnya.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ni dengan
penempatennya dalam Berita Daesrah Kabupaten

Pringsewi:.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 yun, a0y 2017
PENJABAT BUPATI PRINGMEWT,
dto
YDA SETIAWAN
Diundangican di Pringsewu

pada tanggal § Jpmgmt 2017
SEKRETARIS DAERAH XKABUPATEN PRINGSEWLU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUTATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 5§

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWLS
NOMOR: &
TAIION : 5 Jan:arl 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON
KARBUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA DESA

NO NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEXON FAHUN 2017
| 2 3
1 |KECAMATAN PRINGSEWU
1 |PEKON MARGAKAYA 830.312.775
2 |PEEKON WALUYOJATI &03. 759,502
3 |[PEKON SIDOHAR.IO 803.287.913
4 |PERON PODOMORO £10.260.473
5 |PEEON BUMI ARUM 797.761.164
6 |PEKON FAJAR AGUNG 788.099,520
7 |FEXON REJOSAFRI 783.148.123
8 {PFERON DUMI AYU 772.675.152
9 |[PERON PODOSART 701 472 46T
|10 [PEKON FAJAR AGUNG BARAT 769,677,693
JUMLAH 7.950.454.782
II |KECAMATAN GADINGRE M
|1 [PEKCN PAREREJO 805.642.347
2 [PEKON BLITAREJO 785.289 587
3 |{PERON PANJEREJO TRA 680 6229
4 [PEKON BULUKARTC TO7 745 473
5_[FEKON WATES 7635.811.214
6 |[PEKON TAMBAHRE./O 766.645 575
T |PEKON WONODADI B85 376.056
R |PFEKON GADINGRETD) B55. 1311 745
9 [PEKON TEGAL SARI 809.923.216 |
10 |PEKON TULUNG AGUNG £08.991.026
11 {PEEON BLLURE D 7. 194210
12 IPFEKON YOG YAKARTA 720 4735 141
13 |PEKON KEDIRI 735 820872
14 [PEKON MATARAM 807.605.537
15 [PEEON WONOSAR] 780.513.6466
i6 |[PEKON KLATEN 76l 404013
17 |PEKON WATES TIMUR 796.179.072
18 IPEKON WATES SELATAN 764689 885
19 |PEHON GADINGREJO TIMUR THO GRS, 294
| PEKON GADINGRE D) UTARA B4 061 .657
21 {PFEKON TAMBAHREJO BARAT L 749.217.351
22 |[PEKON WONODADI UTARA 762715171
23 |JPEKON YOGYTAKARTA SELATANMN THS. 106, 176
JUIMTAH 18201 . 345 )8
M [KECAMATAN AMBARAWA
1 [PEEON AMDARAWA To96. 3T 696
2  |PEKON AMBARAWA BARAT 831 514 937
3 |PEKON KRESNO MULYQ £23,152.211
4 [PEKON SUMBER AGUNG 797.295.706
S |PEEON TANJUNG ANOM TEL C18.746
6 |[PEKON JATI AQUNG &0 £Q5 055
7 [PERKDON MARGODAD! 789.538.832
8 |PEKON AMBARAWA TIMUR 7625689972 |

JUMLAH

6.387T.490.175




BESARAN DANA DESA

NO HAMA KECAMATAN DAN NAMA FEKON TAKUN 2017
1 2 3
IV |[KECAMATAN PARDASIIXA
1 |FEKON KEDAUNG 834.683.645
| 2 |PEKON PARDASUKA 915.126.036
3 |PEKON SUKA NEGERI 772254 454
4 |PEKON TANJUNG RUSIA QE2. 132 395
5 [PEKON WARGD MULYOD 823.0809.724
& [PEKON PUJODADI 793,623,756
7 [PEKOR SUKORE.JO 788.562.631
8 |FEKON SELAPAN BXT.0238]12
9 |IFEKON EANTAU TLIANG RAY 139,129
10 _[PEKDN SIDODADI 793.115.518
11 [PEKON PARDASUKA TIMUR 821.160.559
12 |PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR 822 3FOR32
13 |PEKDON PARDMSTIKA SETATAN TFOT A0 404
JUMLAH 10.767.704.998
V ({KECAMATAN PAGELARAN
1 {FEKON CANDI RETNO TG, 3ATATNY
2 {PEKON TANJUNG DALAM 770.329.022
3 |PEKON WAY NGISON 772.569.584
4 1FEKON SUKA WANGI TES U015 367
S JPEEON SLUIKA RATY FTE6H. 086,058
& [PEKON PAGELARAN 816.079.910
7 |FEKON PATOMAN 786.166.667
8 IFEEON KARANG SARL THY 5Hg 2009
q PEKON (RIMUE MAS TT.B3I6.371
10 |PEKON BUMI RATU 784.191.778
11 |[PEKON PARUTAN 762.505.810
12 [FEKON LUGUSARI 794,797,524
13 IPEKON PAMENANG 804, 040,365
14 [FEKON GEMAH RIPAH — 769.428 807
15 |[FEKON PASIR UKIR 785.008.22¢
16 |FEKON GUMURREJO T88.310.730
17 |PEXON BPILFl HARIO Ted 301 124
18 |[PEKON PADANG REJO . 762.711.979
19 |PEKON SIDODADI 760.531.061
20 |PEKON SUMBER RELJO 767.994.495
21 JFEXON GANJARAMN Ted TE1 970
22 |PEXON BUM]I REJO _,,-m_ 766.949.371
JUMLAH 17.118.743.143
Vi JKECAMATAN BANTUMAS
1 {PEKON BANYUMAS 782.675.619
3 |PEKON BANYUWANGI 796.184.137
3 PEKON SUKAMULYA T 2hi). 394
4 PEEKON SRIWLUNGL 770,907 _E56
5 [PEKON BANJAREJQ ~ 790.022.663
6 |PEKON WAYA KRUI 762.290.165
T [PEKON SRI RAHAYU TO0 946 099
£ [PEKON NUSA WUNGU 764.508.771
9 |PEKON SINAR MULYA 780.606.865
10 |PEKON BANYU URIP 766235 007
11 {FEKON MULYO REIO TO4. 844 829
JTUMLAH H S22 852 105
VI |[KECAMATAN ADILUWIH T
1 [PEKON ADILLUIWIH TBY.209.1458
2 [PEKON RANTMING BARL T02.775.501




BESARAN DANA DESA

NO NAMA KECAMATAN DAN NAMA FEKON "FAHUN 2017
1 2 3
3 [PEKON SINAR WAYA 768.800.833
4 HEKON ENGGAL REJO 762.430.483
5 |PEKON SUKOHARUM 778.904.811
6 |PEKON WARINCGINSARI TIMUR B4B.023 484
7 FEKON TRI TUNGGAL MULYO 780.045.679
8 |PEKON PURWODADI 792.720.949
9 |PEKON SRIKATON 781.053.317
10 |PEKON TUNGGLIL PAWENANG 763.079.503
11 |PEXON BANDUNG BARU BAKAT T66. 148,389
13 {PEEON TOTOKARTO T 00827
13 |PEKON KUTA WARINGIN 782.835.046
JUMLAH 10.181.189.980
Vil |[EECAMATAN SUKOHARJO
1 |PEKON SINAR BARU 773.640.185
2 JPEKON SUKOHARJO 1 783.394.168
3 |FEKON SUKOHARJO 11 TEB.OZE.4.38
4 |PEKON SUKCHARJO Il 76.750.526
S _|PEKON SUKCHARIO IV 782.836.118
6 |PEKON PANGGUNGRE.JO 782.851.000
7 {PEKON PANDANSARL T98.281.321
8 PEEON PANDAN SURAT 204.443.726
9 |FEKON KEPUTRAN 776.100.040
10 FEKON SUKOYOS0 777.939.075
11 PEKON SHIWANGE T83.176.454
12 |PEEON WARINGINSARI BARAT 830.227 011
13 {PERON PANDANSAR] SELATAN 800.839.93%
14 {FEKON SINAR BARU TIMUR TT2.148.741
13 {PEKON PANGGUNGREJO UTARA 774,102.995
16 [PREKON SUKOHARJO It BARAT TO7.200 500
JUMLAH 12.603.979.227
IX |EECAMATAN PAGELARAN UTARA
1 |PEKON FAJAR BARU 861.498.102
2 |PEKON KAMILIN 806.786.805
3 |PEKON NEGLASARI 788.695.684
4 |PEKON FAJAR MULIA 804.890.475
S5 |PEEKON MARCOSARI 806.511.188
6 [PEKON GIRI TUNGGAL 782.852.324
7 |PEKON SUMBER BANDIUNG 7713.366.466
8 |PEKON MADARAYA T99.750.636
9 |PEEON WAY KUNYIR 792.814.810
10 |PERON GI/NLING RAYA 793.823.892
JUMLAH 8.017.190.382
TOTAL 90,750.756.000

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

PENJABAT BUPATI PRINGOEWL),

dto

YDA SETIAWAN
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